BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang

Mengingat

NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

—

BUPATI DELI SERDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah -.diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD
pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran
2021.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092)

y



12, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan  Pemerintah - Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51695);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 21 Tahun 2011
’;?:gt:;lg I;qe‘ar;z?hainger?‘ua Atas Peraturan Menteri Dalam

ahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita N '
: egara Repub
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ° puple

,‘
—



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Menetapkan

Dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli
Serdang;

(2) Bupati adalah Bupati Deli Serdang;

(3) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Deli Serdang;

(4) Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Deli Serdang.



(sembilan puluh sembilan milyar lima puluh enam juta
tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp30.780.000.000,00 (tiga puluh
milyar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp118.262.307.724,00 (seratus delapan belas milyar dua
ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tujuh
ratus dua puluh empat Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.395.217.628.664,00
(dua triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar dua
ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu
enam ratus enam puluh empat Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.250.422.022.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh
miliar empat ratus dua puluh dua juta dua puluh dua ribu
Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp144.795.606.664,00 (seratus empat puluh empat miliar
tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam
ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp172.726.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar
tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah),
yang terdiri atas:
a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.726.500.000,00
(seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh
enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar .Rlp4.026.683.296.443,00 (empat triliun dua puluh
enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus
sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;



c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal i huruf a direncanakan sebesar

Rp2.729.689.077.920,00  (dua triliun tujuh ratus dua
puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan
juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa; dan

c. Belanja hibah;

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rpl.463.132.887.307,00 (satu
triliun empat ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga
puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga
ratus tujuh ribu Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.230.130.049.113,00
(satu triliun dua ratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh
juta empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas Rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
direncanakan sebesar Rp36.426.141.500,00 (tiga puluh
enam miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus
empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah).

Pasal 9
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar

Rp768.581.572.799,00 (tujuh ratus enam puluh delapan
miliar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh
puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp13.180.272.888,00 (tiga
belas miliar seratus delapan puluh juta dua ratus tujuh
puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan
Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp105.225.279.553,00 (seratus lima miliar dua ratus dua
puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima
ratus lima puluh tiga Rupiah).

(4) B.elanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp170.726.546.381,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh
ratus .dua puluh enam juta lima ratus empat puluh enam
ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah).



(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul d direncanakan sebesar
Rp459.263.547.081 00 (empat ratus lima puluh sembilan
miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat
puluh tujuh ribu delapan puluh satu Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  huruf e direncanakan  sehesar
Rp20.185.926.896,00 (dua puluh miliar seratus delapan
puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu
delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah).

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar

Rp518.412.645.724,00 (lima ratus delapan belas miliar
empat ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima
ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan  sebesar Rp63.500.283.024,00
(enam puluh tiga miliar lima ratus juta dua ratus delapan
puluh tiga ribu dua puluh empat Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp454.912.362.700,00 (empat ratus lima puluh empat
miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh
dua ribu tujuh ratus Rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, terdiri
atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah),
yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;
eH : :
(2) Slic;a1 lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp4
: oy 5.000.000.
lima miliar rupiah). p 000.000,00 (empat puluh



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang
terdiri atas:

a. Penyertaan modal dacrah;

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00

(delapan belas miliar Rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar
Rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh

tujuh miliar Rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
memn’}bulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.




Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.

2.

3.

10.
il
12.
13.
14,

15.
16.

Lampiran [ Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Kegiatan,Kelompok, JenisPendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM,;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD "
Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  men getahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di
Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 2020

BUPATI DELI SERDANG,

ASHARI TAMBUNAN



Kabupaten Deli Serdang

Nomor
Tanggal
KABUPATEN DELI SERDANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.431.739.167.779
4.1.01 Pajak Daerah 1.183.640.522.055
4.1.02 Retribusi Daerah 99.056.338.000
41.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.720.000.000
4104 Lain-lain PAD yang Sah 118.262.307.724
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.395.217.628.664
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.250422.022.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 144.795 606 654
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 172.726.500.000
4303 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 172.726.500.000
Jumlah Pendapatan 3.999.683.296.443
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 2.729.689.077.520
5.1.01 Belanja Pegawai 1463.132887.307
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.130049.113
5.1.05 Belanja Hibah 364256 141.500
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0
5.2 BELANJA MODAL 768.581.572.799
5.2.01 Belanja Modal Tanah 13.180.272888
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.225 279.553
5.203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.726.546.381
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 459.263.547.081
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.185.926.896
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER 518.412.645.72—4_
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 63.500.283.024
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 454.912.362.700
Jumlah Belanja "4.026.683.296.443
Total Surplus/(Defisit) (27.000.000.000)
[s PEMBIAYAAN
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.000.000.000
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Sislem Informas| Permerintahan Daerah - Lampiran 1 APED

Lampiran | ¢ Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deli Serdang
Nomor
Tanggal
KABUPATEN DELI SERDANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Jumlah
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 45.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 45.000.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 18.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 18.000.000.000]
Pembiayaan Netto 27.000.000.00?\
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

B



